
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA 

NOMOR  12 TAHUN 2015 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

 PEMERINTAHAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang 
perlu mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangka;     

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 

dan 

BUPATI BANGKA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN 
DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  

8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama 
lain. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. sekretariat Desa; 

b. pelaksana kewilayahan; dan 

c. pelaksana teknis. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu 

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.  

(4) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  

 

Pasal 3 

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 
dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang 

bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi 
pemerintahan.  

(2)  Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 
terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.  

(3)  Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Bupati.  

Pasal 4 

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas 
kewilayahan.  

(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara 
pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.  

Pasal 5 

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c 

merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas 
operasional.  

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 
terdiri atas 3 (tiga) seksi.  

(3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.  

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(2) Susunan organisasi Pemerintah Desa setelah ditetapkan, dilaporkan oleh 

Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat. 
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BAB III 

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK SERTA LARANGAN KEPALA DESA 
DAN PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 

 Kepala Desa 

Pasal 7 

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa mempunyai wewenang : 

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; 

d. menetapkan Peraturan Desa; 

e. menetapkan APB Desa; 

f. membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; 

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Desa berhak : 

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; 
dan 

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat Desa. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berkewajiban : 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
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c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa; 

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; danwww.hukumonline.com 

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 

 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa wajib : 

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada Bupati; 

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir 
masa jabatan kepada Bupati; 

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 
tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan 

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun 
anggaran. 

 

Pasal 9 

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf a disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati 
melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya tahun anggaran.  

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat :  

a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  

b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;  

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan  

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.  

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar 
pembinaan dan pengawasan.  
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Pasal 10 

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
huruf b kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.  

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum 
berakhirnya masa jabatan.  

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit memuat :  

a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;  

b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 

untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;  

c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan  

d. hal yang dianggap perlu perbaikan.  

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa 

kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.  

Pasal 11 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c setiap 

akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.  

(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan 

Desa.  

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Pasal 12 

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi 
yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. 

Pasal 13 

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa 

teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. 

Pasal 14 

Kepala Desa dilarang : 

a. merugikan kepentingan umum; 

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 

pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
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d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 
masyarakat tertentu; 

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang 

ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan Bupati; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa 

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 15 

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran 
tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 

dilanjutkan dengan pemberhentian. 

 

Bagian Kedua 

Perangkat Desa 

Pasal 16 

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas 

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala 

Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala 

Desa.  

Pasal 17 

Perangkat Desa dilarang : 

a. merugikan kepentingan umum; 

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 
pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 
masyarakat tertentu; 

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 
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g. menjadi pengurus partai politik; 

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang 
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan Bupati; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut 
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 18 

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau 
teguran tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 

dilanjutkan dengan pemberhentian. 

BAB IV 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 19 

(1) Pemerintah Desa dengan BPD bersifat kemitraan dan sejajar sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

(2) Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa bersifat 
kemitraan, konsultatif dan koordinatif dalam memberdayakan masyarakat 
Desa. 

(3) Pemerintah Desa dengan warga masyarakat bersifat regulatif dan fasilitatif 
dalam memberikan pelayanan masyarakat. 

(4) Pemerintah Desa dengan pemerintah desa lain bersifat kemitraan dan 
koordinatif dalam rangka kerjasama Desa dan penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah.  

(5) Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah bersifat koordinatif dan 
fasilitatif dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

BAB V 

PERSYARATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 20 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diangkat dari 

warga Desa yang memenuhi persyaratan : 

a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; 

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling 
sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 

d. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; 

e. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; 

f. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang 
perencanaan; 
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g. memahami sosial budaya masyarakat setempat;  

h. bersedia tinggal dan bertugas minimal 1 (satu) tahun di Desa yang 
bersangkutan; 

i. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

j. setia dan taat kepada Pancasilan dan UUD 1945; 

k. sehat jasmani dan rohani; 

l. tidak sedang menjalani hukuman; 

m. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan 

n. bersedia diangkat sebagai perangkat desa.  

BAB VI 

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 21 

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai 

berikut :  

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon 

perangkat Desa;  

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain 

mengenai pengangkatan perangkat Desa;  

c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat 
mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala 

Desa; dan  

d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala 
Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa  

Pasal 22 

(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa 
harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.  

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan 
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa 

tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.  

BAB VII 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 23 

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan 

dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

(2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa 

dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan 
setiap tahun dalam APB Desa. 

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sama 
dengan upah minimum regional Daerah. 

BAB VIII 

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

Pasal 24 

(1) Perangkat desa berhenti karena : 

a. meninggal dunia; 
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b. permintaan sendiri; dan 

c. diberhentikan. 

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c karena : 

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 

b. berhalangan tetap; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau 

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 

(3) Proses pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila telah ada pemeriksaan dari tim 

yang dibentuk Kepala Desa. 

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas 
nama Bupati. 

Pasal 25 

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai 
berikut :  

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain 

mengenai pemberhentian perangkat Desa;  

b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat 
mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan 

dengan Kepala Desa; dan  

c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala 
Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala 

Desa.  

BAB IX 

TATA KERJA 

Pasal 26 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan perangkat Desa wajib 

menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 
lingkungannya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas 

pokoknya masing-masing. 

Pasal 27 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab 
kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai 
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang 
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjankan tugasnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang –undangan. 

(2) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil Tetap 

melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. 

(3) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan 
tugasnya sampai ditetapkan penempatannya di tempat tugas yang baru.  
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupatan Bangka Tahun 
2000 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 29 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka. 

  
Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  22 Juni 2015             

BUPATI BANGKA,  

     Cap/dto 

TARMIZI SAAT                                     

Diundangkan di Sungailiat 
Pada tanggal  22 Juni 2015             

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 

  Cap/dto 

      FERY INSANI 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR  6 SERI D 
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